
 
 
 
 
 

BUPATI SUKOHARJO 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 
NOMOR 39 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 41    
TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL 
 DI LINGKUNGAN  PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SUKOHARJO, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penggunaan pakaian batik ciri khas 

Kabupaten Sukoharjo dengan motif Batik Sukoharjo 
Makmur 1 dan Batik Sukoharjo Makmur 2, sebagai 
pakaian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, maka perlu dilakukan 
penyesuaian regulasi penggunaannya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Bupati 
Sukoharjo Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Sukoharjo perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Sukoharjo Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pakaian 
Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Sukoharjo; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang 
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri 
Sipil  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4450); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia  Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia  Tahun 2019 Nomor 
157); 

11. Keputusan Presiden Nomor  18 Tahun 1972 tentang 
Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang 
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 
1972 tentang Jenis Pakaian Sipil; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236); 
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13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 41 Tahun 2016 
tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 41); 

   
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 41 TAHUN 2016 
TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO. 

 

Pasal I 
 

Ketentuan Pasal 22 dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 
41 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 41) diubah sebagai 
berikut : 

Pasal 22 
 

(1) Penggunaan Pakaian Dinas Harian untuk umum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a adalah 
sebagai berikut : 

Senin : PDH warna khaki dengan menggunakan Mutz; 

Selasa : PDH tenun/lurik, motif/warna bebas dengan 
rok/celana panjang warna hitam; 

Rabu  : PDH Batik Sukoharjo Makmur 1 dengan 
rok/celana panjang warna hitam; 

Kamis : PDH Batik Sukoharjo Makmur 2 dengan 
rok/celana panjang warna hitam; dan 

Jumat : Pakaian Olah raga dilanjutkan  PDH Batik 
bebas, rok/celana panjang warna hitam 
(bukan jeans). 

(2) Bagi PNS yang tidak menggunakan Pakaian Dinas  
Tertentu  pada Perangkat Daerah yang diberlakukan 6 
(enam) hari kerja, pada hari Sabtu menggunakan PDH 
Batik bebas dan/atau yang sudah ditentukan. 

(3) Bagi Pegawai yang melaksanakan kegiatan olah raga pada 
hari Ju’mat, dapat menggunakan pakaian olah raga dan 
selanjutnya berganti dengan pakaian dinas yang berlaku 
pada hari itu. 

(4) Pakaian Korpri, digunakan setiap tanggal 17 dan pada 
acara/kegiatan yang ditentukan. 

(5) Pakaian Pramuka, digunakan bagi PNS Non Guru setiap 
tanggal 14 dan khusus bagi PNS Guru setiap hari Jumat 
dan setiap tanggal 14.  

(6) Pakaian Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), 
digunakan bagi guru pada setiap tanggal 25. 
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(7) Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan 
Pakaian Dinas Harian Khusus (PDH Khusus) serta Baju 
Beskap/ Kebayak (Praja Kejawen) digunakan untuk 
menghadiri acara tertentu sesuai ketentuan dalam 
undangan. 

(8) Motif Batik Sukoharjo Makmur 1 dan Batik Sukoharjo 
Makmur 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita  Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

 
 

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 30 Agustus 2019  14 
Desember   

BUPATI SUKOHARJO, 

 
           ttd 
 

                WARDOYO WIJAYA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Sukoharjo 
pada tanggal   30 Agustus 2019 

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SUKOHARJO, 

 

ttd 

AGUS SANTOSA 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
TAHUN 2019 NOMOR 39 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

 

 

MOTIF BATIK SUKOHARJO MAKMUR 1 DAN BATIK SUKOHARJO MAKMUR 2 

 

A. BATIK SUKOHARJO MAKMUR 1 

 

 

 

B. BATIK SUKOHARJO MAKMUR 2 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 
NOMOR  39  TAHUN 2019 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
SUKOHARJO NOMOR 41 TAHUN 2016 
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
SUKOHARJO 

BUPATI SUKOHARJO, 
 
              ttd 
 
 
WARDOYO WIJAYA 


